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ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS LEMBAGA KEPRESIDENAN DALAM
MENJALANKAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA
(Ade Kurnia, 02 940 103, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program

Ekstenst, Td lembar, Tahun 2007)

Bekupsaan chsekunf @i Indonesia identik  dengan  Jalatan  scorang
Presiden Presiden merwpakan orang pertama vang dapat menentokan arah
kebijakan suatu negara. Oleh karena e perlu swaty pengaturan tentany jabatan
Presiden mi. D Indonesia permah diberlabukan beberapa konstitusi vang masing-
masing mengalur secara tersendirt mengenai jabatan Presiden, Akan tetapi,
pengaturan Presiden yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 15945 hasil amandemen adalsh vang paling baik, apalagi dengan
diundangkannya Undang-Undang Republik Indoncsia Namor 23 Talun 2003
lentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pasanmin Calan Presiden
dan Wakil Presiden dipilih Jangsung oleh rakyal Berdasarkan latar belakang
terselint, penulis termank menulis enfang: “TINJAUAN YURIDIS LEMBAGA
KEPRESIDENAN DALAM MEMJALANEAN PEMERTSNTAHAM
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA YAMNG PERNAILI
BERLAKL DI INDONESIA". Adapun vumusan masalah dalam pesulisan ini
pdalah bagaimanakah kedudukan Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar
Nepara Republik Indonesia 19435 hasil amandemen dan persyaratan untuk dapat
digngkat menjade Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 1entang Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden. Dan apa-apa saja kekuasaan dan kewsajiban Presiden menurut Undang-
Undang Dasar Nepara Republik Indongesin 1943 hasil amandemen Metode
pendekatan yang penulis gunakan adalah merode pendekatan vuridis nommad?
vailn melekukan penelitian dengan mengpunakan lteratur-lierator kepustakaan.
Adapun  kesimpulan  yang  dapat  penulis  simpulkan  wvaitw  dengan
dismandemennya Undang-Undang Desar Negara Republik indonesia 1945, Pasal
BA avat {1) menvebutkan™ Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam salu
pasangan secam langsung oleh rakya!™, Sera dengan divndangkansve Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tabun 2003, maka pada tanggal 5 Juli
2004 dileksanakanlah pemililian umum presiden dan wakil presiden secara
lanpsung yang  pertama di [ndonesia, Pada pemiliban umom presiden ini
memunculkan Susile Bambang Yudhoyono dan Jusuf kalla sebagai pemenang
pernilu Presiden dan Wakil Presiden Republik Tndonesia, Sementara iy, mengenai
kekuasaan dan kewajiban presiden menurm: Undang-Undang Dasar Negara
Fepublik Tndonesia hasil amandemen yaite kekvasaan  menyelengearakan
pemenintehan, kekuasaan dibideng penmdang-undangan, kekuassan di bidang
yustisial dan kekuasaan di bidang hubungan lear negen. Mengenai permasalah ini,
mika penulis menyarankan untuk tetap mempertahankan pemilu presiden secara
langsung  oleh rakyal, hendaknya pendidikan scorang  presiden  sekurang-
kurangmys Strata-1, hendaknya kekuasaan presiden letap ada batasannya sehingga
tidak legadi kesewenang-wenangan delam menjalankan mpasnva dan budaya
exectefive fieavy dihapuskan.
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PENDAHULUAN

L.1. Latar Belakang Masalah

Baik Jhon Locke maupun Montesquien vang memberikan teort mengenai
pemisahan kekuasain suna-sama mengatakan bahwa kekuasaan cksekuif merupakan
suatle Kekuasaan untuk memalankan roda pemerimahan, Jauh sebelum teor tersebul
dikemukakan oleh safana di atas, eksekulil dianpgap schagar kekvasaan vang
mencakup semua hal dalam kebidopan ketatanegaraan. Maksudnva  kekuasaan
ehksekutif i jugs mencakup/mencampnni kekuasaan lain sepami kelvasaan unink
mambuat undang-undang {legislatif) dan kekvaszan unuk mengawasi jalannya
undang-undang (yudikalil). NMamuen demikian, akhirmya pada kekuasaan eksekulil
yang - seperit i melabickan suate pemernntzhan yang diktaror Sehingaa
memunculkan berbagal macam ketidaksenangsn pada masvarakatrakyatnya yang
berujung dengan lahirya revolusi-revalusi sebagal dampak dari corak pemerintaban
vang diktator tecsel,

D Indonesia keberadaan “Eksekotif” vang dicerminkan melalui sosok seorang
Presiden mendapat perhatian yang berlebihan dan khalavak ramai. Hal ini memang
menandakan bahwa eksekotil memang sebagal naltkoda dalus menpgarumge kelidupan
bemegara yang diciza-citakan bangsa ind semenjak dalwlu kala, Pada mase perjuangan
unutk merebut kemerdekaan dari kaum penjajah. Bangsa kita secara tidak langsung
telah melibat fipur seorang Ir. Sockamo sebagai orang yang mempunyai integritas
vang akan moampu menjabat jahatan tersebut.

Namun perkiraan seperti it tidak meleser, fepat schar sewelzh proklamasi
kemerdekaan Republik Indonesta dikumandangkan, Ir, Sockame dan Drs. 3, Hana

dianglkat sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk sementara menjelang pemiliian



umum dimulei. Kemadian disosol dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945
seoaral Undang-Urnilang Dasar Negara Republik Indonesia (18 Agustus 19435

Eripilthava Ir. Sockarmo dan Drs. M, Hag sebagsi Presiden dan Wakil
Iresiden memang tidak melalun suatu cara pemililan presiden seperti sekarang ind
Memang konsep Megara demakrasi pada waktu itu hanva merupakian cita-citi saja,
Mamum penganakatan I, Sockamo dan D, M, Hatta im ndak terlepas dari peram-
peran dan jasa-jasa mereka dalam memperuangkan kemerdekaan banpsa ini

Mergka pernab “dilanikan™ oleh para pejuang muda Indonesia ke swatu kota
yaitu Rengasdengklok guna mendesak mercka agar mempreoklamitkan kemerdekaan
bangsa .

Dalam Undang-Uindany Dasar Negara Republik Tndonesia Talun (945, terera
mengenal keberadaan presiden dalam Bab [ Pasal 4 sampan dengan Pasal 15 {11
pasal). hMuatan mengenai kekuasaam pemerimah Mesara ini memane tidak sekomplit
vamg diatur dalam Konstitusi Kita seperti sekarang ini. Namun pada saat ing kehidupan
ketatanegaraan kita barn sajn dimulai. Undang-Undang Tasar Nepam Republik
Indonesia tersebut hanva hensi prinsip-prinsip wmwm serls menperahkan peraturan
selanjutnya kepada perundang-undangan vang lebil rendall, Banvak hal-hal vang
sangat penting mengenal pemenntaban yang tidak diserutkan ataupun tersicat datam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tidak kurane dari
Presiden Sockarno yang pada waktu itu masih sebapai Ketsa Panitia Persiapan
kemerdekaan Indonesia mengatakan * Ini adalah Undang-Undang Dasar Kilat, nanci
kalau telah bemepara dalam suasana yang lebib tentram  kata tenmn akan
mengumpulkan Majelis Permusyawaratan Rakyat vang dapat membuat Undang-

Undang Dasar yang lebih lengkap dan lebib sempuma’.



meining dengan berjalanoya wakty, kehidupan ketatanagaraan inipun berubal,
dalim sentan wakin antara 1945 hinggea tahun 1949 di selang-selingi aleh peperangan
antare. Belanda dan Tudomesia, Pertempuran dengan tentara Belanda vang ingin
mendirikan kembali singpasana bekuasaaanya vang telah runtuh sesudah herakhiva
Perang Dumia 1l berkecamuk di lndonesia bingga tabun 1949 sebual konfrensi vang
dizulakan dan ditujukan untuk meredakan ketegangan di antara kedus belah piliak pan
dilaksanakan.

Foondrensi Meja Bundar antara Indonesta dan Belanda dilangsungkan di Den
Haag [Belanda) dari tangeal 23 Aposies sampas 2 Movember 1949, Sebagai hasilnyva
piacda tanpeal 27 Desember 1949 kerajaan Belanda terpaksa memulikan kedaulatan
mas wilavah Indenesia kepada pemerintah Indonesia Republik Indonesia Serikat,
scketka e pula konstilusi kita berubah manjadi Undang-Undang  Dasar 1949
(konstitusi 1S

Menurt Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1949, Republik Indonesia Serkat
terdirt atas 7 negara bagian (Negara Republik Indonesia, Nessra Indonesia Timur,
Megarn Pasundan, Negara Jawa Timor, satuan yang tegak sendini (Jawa Tengah,
Banpka, Belinme, Riau, Kalimantan Baat, Davak Besar, Daerah Ganjar, Kalimantan
Tenggara dan Kalimantan Timor). Lantas bagaimana dengen kebemdaan eksekunf
menunat kenstitusi ing?

Dalam Undang-Undang Dasar 1949 dicantumkan dalam Pasal 68 hahwa
presiden  bersama  menteri-menteri  merupakan  pemerintah, vanp  selanjuinya
ditegaskan bahwa dimana-mana dalam konstitusi ini dizelul pemerintab, maka yang
dimaksud adalal presiden dun atau para menteri yakoi menurut tangeung jawah
Khusus atau tanggung jawab umum mereka ine. Sebagai tupas utama dari eksekutf

dizebutkan bahwa “pemenntab menvelengarakan kesejahiernan Indonesia  dan



teristimews menguwrns, supava konstitusi Undanpg-Undang Federal dan peraturan-
peratuzan lmn yang berlaku uniok Republik Indenesia Serkar dijalankan

keeberadian Lnilang-Undang Dasar 1949 terayaa tidak berlangsung lama, i
beberapa  tempat  timbul - demonstrasi-demenstast  rakyal  yang mengatakan
Letginanmya untuk merobah bentuk Negara Federasi menjadi Negara Kesatuan.
Sebenamya sebagian besar Rakyat Indonesia pada wakin ine meenermma hentuk Negara
Federasi i Dengan terdapatiyi pejolak-pejolak polinik du beberapa negara bagian
seperti. Republik Indonessa Senkal, Pemernntah MNepara Indonesia Timur dan
Pemerintah Sumatera Timwr, makn imbulah keinginan negara-negaras bagian tersebut
untuk  kemball  membangun  Negarn  Kesatuan HEepubhk  Indonesia. Serelah
memproklamerkan dinn menjadt Nepam hesatuan, Undang-Undang Dasar pun
dimancang sebaga dasar Jalannya pemerintaly Republik Indonesia pada wakio i
Bagaimana dengan Kedwlokan eksekonf pada Undang-Undang Dazar Sementara
| 2307,

Dalam Fonstitusi R15 199 dipvatakan bahwa elsekutl adalah Presiden
ditambal dengan seorang aten beberapa orang menten, namun ketentoan separti ini
tidak terdapar dalaen Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dikarenakan banvak
menunhulkan perlentampan-pertentangan.

Sebagaimana vang kita ketabui bahwa Undane-Undang Dasar Sementara 1950
tegas dinyvatakan Tanya veiuk sermentara dan bertahap balvwa undang-undang versi
terakhir akan muncal sefelah perundanpg-undangan vang terdapat dalam konstituante
(aidang pembuat Undang-Undeny Dasar), Akan tetapi, konstituante vang diharapkan
akan metahirkan  Undang-Undang Dasar yang dicite-citakan termvata pagal total,
Konstituante tidak lain menjadt medan perdelatan yang tidak berkesudahan vang

menyebabkan konstituante ini termpecab-pecall menjadi dua bagian yaitu Masyumi,



Mahdlatl Ulama dan semua Partal [slam meovinta [slam memadr dasar Negara,
Sementara pama-panal MNasiongliz, Komunis, Krsten, Katolik dan Sosinlis e
meners mempertahankan Pancasila sebapgai Dasar Mepara, Akhimya pada tangal 22
Aprid 1939 Presiden Soekamo menyampaikan pada konstaante, anjuren Presiden dan
pemenntah unigk kembali kepada Undang-Undang Dasas Negaa Republik Indonesia
1245, Maklumal Presiden ini bengung dengan dikelusrkannva Dekot 5 Juli 1959
Apakah keberadaan eksckutif ( Presiden) setelab diberlabukanmes kembali Undang-
Undimy Dasar Megara Republik Indonesia 1545 ini sama dengan Undang-Undang
Dasar Negars Republik Indonesia 19435 erdaluli?, termyvata tdak seluruhnya sama.,
pitn hal-bal vang fidak digtor dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indomessa 1945 terdabulu diater dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesta 1245 baru-baru it

selelah mengalami pegjalanan yang panjang, temyata bangsa ind masih
dibadapkan pade persoalan-persoalan vang berasal dari intern. Salah sarunya adalab
v menyangkut dengan kekuasaan eksekotil o sendin (President. Jabatan Presiden
vang pasca berakhirnys orde lama dijabat ofeh seorsng jenderal vang bernarma
Soeharte, Tak lebih dan 32 tabun lamanva in menjabat schapm Presuden. Dalam
pembangunan negara, fa dapat dikatakan berhasil membanzun neger: ini. Tapi, dilain
hal ia dinilai telah menvalahgunakan kekvasaannyva i, Prakiek kecupsi, kolusi dan
nepatisme berkembang pesat pada wakiou i, sehingpa bag omng-orang awain
Presiden sudah mercka angeap sebagai raja, vang bas campur tangan dalam sepala
hal frecusive heavy bukanlaby kal vang tabo pada wako .

Puncaknva pada  tahun 1998 rakyat  bangkit  Dbersama-smna  guna
menggulingkan pemerintahan vang digngeap otonter ilu, Mahasiswa merupakan

pelopar dan perakan i, Akhimya pada tangeal 21 Mai 1998, Jenderal Sozharta



rnenguidurkan du dan pabatannya sebagar Presiden. Pesca pengunduran din Presiden
tersebud, kebadupam polink di Indenesin menjadi semakin berkembang dalam rentan
wakiu & talne jabatan presiden, sndah dijabat oleh 4 crang secira estafiel, Hal i
singal bertolak belakang dengan zaman orde lamn dan orde barn Dimana dalam
kurun waktu puluban tabun jabatan Presiden dikuasai oleh orang vang wu-itu saja.
Seiring dengan bergulimya reformast ind, maka pengaluran menpenan jabatan
ghisekutit (Presiden) dalam Undang-Undang Dasar Megara Bepublik Indonesia 1943
pun tak Topul das pengamandemenen. Banyak ketentuan-ketentuan bam mengena
Jabatan eksekunt erdapal didalamoya sehinpes demekrasi vang dahulu dicita-citakan
oleh rakyat tefab teeliliat walaonpun ak sesoan 100% dengan apa vang diharapkan.
1.2, Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang  vang telaly dwraitkan v ztas. maka  dapat
ditemukakan bahwa rimosan permasadaban adalah scbhapail berikut
1, Bagaimana kedudukan Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara
Republit  Indonesia 1945 Hasil Amandemen dan persyaratan-persyaalan
untuk dapat disngkal menjuls Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomar
23 Talwun 2003 rentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ?
2. Apa-apa saja kekuasaan dan kewajiban Presiden menurt Undang-Usndang
Drasar Megara Republik Indonesia 1943 hasil amandemen?,
.3, Tujuan Peoelitian
Lo Untuk mengetalini kedudukan Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar
Mepara Fepublik  Indonesta 1943 Hasil Amandemen dan Persvaratan-
persyaratan unluk dapat diangkat menjadi Presiden berdasarkan Undang-
Undang Republik Indoncsia Nomor 23 Tahuen 2003 tentang Pemilu Presiden

dan Wikil Presiden.



BABR I

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1, Kedudukan Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Nepara Republik
Indonesia 1945 Hasil Amandemen dan Peesyaratan Untuk Dapat Diangkat

Menjadi Presiden Bendasackan Undang-Undang Nomor 23 Tahan 2003

Dalam remang waktn sclama 53 tabun {1945-1998) Indonesia tclah banyak
mengalami berbagal macam halangan dan hambatah dalam mencapar mjuan dar
negera i berdasarkan Undang-Undang Dasar Megara Republik Indonesia 1943, akan
letip Jabatan Presiden banva diemban olel dus ormg sapa, vaitu Sockamo (19452
19066 dan Soeharo (1966-1998), sangat berlainan pka kita membandingkan denaan
Megara lan separti Amerika Serikar”

Era kepemimpinan  Presiden Sockarmg atau yang lebih dikenal dengan Orde
Lama {Orla} lebib memtokuskan perhation kepada mempeniahankan kemerdekaan dan
menjags kentuhien Negara Kesatyan Republik Indonesia (MERDY dari pemberoniak-
pemberontak. Sedanghan era kepemimpman Socharo yang dikenal depgan Orde Bar
{0rba) lebil memlokuskan kepada Pembangunan Nepara, tidak beran pada akhimya
beltan dinnugerahi sebagai Bapak Pembanpunan Akan lelapi, kemakmuran yang
dipecelel pada rezim Socharto tersebut diiringi pula oleh kekoloren yang dibuat oleh
krosi-Kronsys, Korps, Kolusi, dan Nepotisme (KEKN) merajalela pada wakiu it
Lama kelamaan rakyat merasa bosan denpan keadpan seperti ibe, ditambah lagi

dengan krisis ckonomi vang berkepanjangan, maka rakyat yang bersam dengan

** Inu Kencana, ap o, lal: 5152



BAB IV

PENUTUP

A, Kesimpulan

Bart uraizn vang 1elah dikemukakan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai

bkt

|

Lengsemva Jenderal  Socharto merupakan  tonegak awal  lahimyva e
reformasi. Pergantian Soehano ke Habibie masilh belum melihatkan apa vang
dicita-citakan oleh ralvat Indomesia. Pada era kepemimpinan Gusdur (hasil
Perela 19949 dilakukan pengamandemenan teshadap Undang-Undang Dasar
Meparz Republi Indonesin 1945 untok pertama kalinya, kemuodian tergkhir
kalinye diamandemen pada cra kepemimpinan Megawati. Dari keempat
amandemen terhadap Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia
|%45. pengaturan mengenai Jabatan presiden dapat dilihat dalam Pasal 4
sampal dengan Pasal 16, Pada era Megawati ini pula diundangkan Undang-
Undang Republik Indonesta Nomar 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden
dan Wakil Presulen, vang mana Presiden dan Wakil Presiden dipilih sccara
langsung aleh rakyvat Untuk pertama kalinva pemilihan angsung Presiden dan
Wakil Presiden oleh rakvar dilaksanakan pada pemilihan umum tahun 2004,
Retentugn Pasal 60 avat {2} Undeng-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Talwm 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menyatakan:
bilamanz tdak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden vang
memperaleh suara melebihe 50 %, maka diadakan pemuliban vmum putaran
kedua vang difkuli oleh dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ving

memperoleh suara terbanyak dari pemilihan umum putaran pertama (Pasal 67

=1
Ll



avat (1)) seteleh dilakuken pemiliban vmum putaran kedua, maka keluarlah
pasangan Susiky Barmbang Yudhovens dan Jusof Kalla sebagai pemenimy.

Adapun  kewenangan  Presiden menurut Undang-Undang  Dasar Megara
Republik  Indenesia 1945 hesil amandemen  waite kekuasaan

menyelenggarakan pemerintahan, kekuasaan d bidang penumdang-undagan,

kekuasaan di bidang yustisial dan kekuasaan di hida ng hulnngan luar negert

B. Saram

I

b

Adapun saran yang dapat sava berikan adalah sebagai berikur;

Hendakavn pemilihan wmum Fresiden dan Wakil Presiden tetap dilakukan
secara langsung oleh rakval, sebapaimana kesuksesan pemilian  wmym
Presiden dan Wakil Presiden vang dilakuken pads masa pemililan ymum
tahisn 2004,

Hendaknyva pendidikan seorang Presiden sekoranp-kurangnva Steata-1 (51,
dan bukannya SLTA atan sederajat. 1al ini dikarcnakan seqarang Presiden
adaleh orang vang memimpin suatu negars, dan mogas ini hanva dapat
dilakulan olel erang yang berwawasan dan berpendidikan tinggi

Hendakewa kekuasaan seorang Presiden letap ada batasannya, sehingea tidak
terjadi kesewenang-wenangan dalam menjalankan tngasnya,

Budaya evecwsive frecvy diiapuskan, karena peranan Dewan Perwakilan

Rakyat {DPR) akan hilang dava kekuasaan vang dimilikinva oleh Presiden.
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